BAB V
PENUTUP
5.1 Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah diuraikan
atas, maka dapat dissmpulkan bahwa, hubungan antara LAB dengan pemerintah

Kabupaten Banggai Laut merupakan hubungan yang saling mendukung demi

tujuan bersama membangun kehidupan masyarakat Banggai. Hubungan tersebut

terjalin di berbagal bidang, diataranya, yaitu:

a.  Hubungan Lembaga Adat dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dalam
bidang Politik. Keikutsertaan LAB dalam bidang politik dapat dilihat dari
keikutsertaan LAMAB dalam penyelesaian konflik berdarah yang terjadi di
daerah Banggai Laut pada tahun 2007 silam.

b. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Hukum. Hubungan Lembaga Adat
dalam bidang hukum, yaitu adanya keikutsertaan Lembaga Adat dalam
penyelesaian sengketa. Bukti adanya hubungan yang baik antara Lembaga
Adat dan Pemerintah daerah, yaitu dengan terbentuknya suatu Badan
Penyelesaian Sengketa Adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah, dan
ditetapkan melalui keputusan Bupati yang bersifat tetap atau permanen.

c. Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Ekonomi. Dalam bidang ekonomi
dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara pemerintah daerah Banggai Lau,
pihak Keraton, dan Lembaga Adat tentang pemberian sejumlah batuan dana

hibah.



d.

Hubungan Lembaga Adat dalam bidang Budaya. Sekaitan dengan
kebudayaan, hubungan LAB dengan Pemerintah Daerah dalam bidang
budaya dapat dilihat dengan keikutsertaan dalam pelestarian tradisi, adat, dan
budaya daerah Banggai. LAB turut serta dalam perayaan-perayaan adat,
seperti pada prosesi Molabuk Tomundo (pelantikan Raja) perayaan ritual Adat
Molabot Tumpe.

Hubungan Lembaga Adat dalam prosesi Batomundoan. Lembaga Adat dan
Pemerintah daerah terjalin dengan baik, yaitu dengan adanya upaya yang
dilakukan oleh Lembaga Adat dalam mengembalikan Kekuasaan Keraton
Kergaan Banggai. Selain itu, adanya upaya bersama antara Lembaga Adat
dan pemerintah daerah dalam pelestarian sejarah Kergjaan Banggai.

Selanjutnya, berbicara tentang peranan Lembaga Adat dalam

Pembangunan Daerah Banggai Laut, tedapat beberapa peran penting di antaranya:

a. Menggali dan melestraikan adat.

b.

M enumbuhkembangkan adat istiadat.

Sdlain itu, LAB turut serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di daerah Banggai Laut. Peran tersebut di

antaranya:

a. LembagaAdat ikut terlibat dalam penyel esaian masalah miras.

b.

Lembaga Adat ikut terlibat dalam penyelesaian masalah yang berhubungan
dengan hiburan malam.
Lembaga Adat ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan sosial dalam

masyarakat.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat
diberikan, yaitu,

Penting bagi Lembaga Adat untuk selalu memelihara hubungan baik
dengan pemerintah daerah setempat dalam bidang politik, bidang hukum, bidang
ekonomi, bidang budaya, dan juga dalam prosesi-prosesi adat istiadat sejarah
Kergjaan Banggai, misanya dalam prosesi Batomundoan.

Sebagai Lembaga Adat, diharapkan ikut berperan dalam upaya-upaya
menggali eksistensi adat istiadat masyarakat Banggai, serta ikut berperan dalam
upaya pelestarian adat istiadat tersebut.

Sebaga Lembaga Adat, diharapkan turut serta dalam upaya
menumbuhkembangkan adat istiadat Banggai agar tidak mudah tergerus dengan
kemodernan.

Sebagai Lembaga Adat, diharapkan mampu berperan aktif dalam
penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan miras, hiburan malam, dan

juga mampu berperan dalam penyel esaian permasalahan sosial dalam masyarakat.
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